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Abstrak
 

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat

yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar

surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019

tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis

Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini

mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN

nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari

Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan

294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah

Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan

dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan

MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham

Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut

merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang

dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur

perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait

keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar

Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.

......Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development

independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is

actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done

whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is

the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic

Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back

proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The

results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it

functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional
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state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and

policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic

stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then

from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number

of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been

used.


